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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat
Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XVIII/2020 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI
ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU
STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

28 OKTOBER 2021

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2021, pukul 11.00 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 2/2020) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020. Dalam Sidang
Pengucapan Putusan Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020, perwakilan DPR RI
dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.
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B. PEMOHON

L J
C J
Bahwa permohonan pengujian UU 2/2020 diajukan oleh Ir. Iwan Sumule, dkk
yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Effendi Saman, S.H, dKKk,
Advokat/Konsultan Hukum Tim Advokasi ProDem, untuk selanjutnya disebut

sebagai Para Pemohon.

PASAL/AYAT UU 2/2020 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 1 ayat (3) huruf b,

Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan

huruf d, Pasal 9, Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1)
L J
C J

Pasal 1 ayat (3) hurufb

(3) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
F: TR
b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan
kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem

huruf ¢, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 20
keuangan.
Pasal 1 ayat (5)

ayat (1) huruf b angka 3, Pasal 20 ayat (1) huruf c, Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat
(1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (3)
Lampiran UU 2/2020 yang berketentuan sebagai berikut:
Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan
yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem
keuangan.
Pasal 2 ayat (1) hurufa angka (1)
“Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk
menetapkan batasan defisit anggaran dengan ketentuan melampaui 3%
(tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama penanganan Corona
Virus Disease (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang

membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem
keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.”

Pasal 3 ayat (2)

Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk
kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
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Pasal 4 ayat (1) hurufd

Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (4) meliputi:

d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk
memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau
keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat
serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional

Pasal 9

Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas
kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam
rangka :

a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
dan/atau

b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pasal 11

Program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara,
penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan
penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12 ayat (2)
“Perubahan posstur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan
langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan
Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.”

Pasal 14
“Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah
kondisi terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau
untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem
keuangan, perlu menerapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5).”

Pasal 16 ayat (1)

(1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka
penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bank Indonesia diberikan
kewenangan untuk:



tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

Pasal 19 ayat (1) dan (2)

(1) Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat
Berharga Syariah Negara berjangka panjang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c di pasar perdana yang diperuntukkan
sebagai sumber pendanaan bagi Pemerintah.

(2) Sumber pendanaan bagi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipergunakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
termasuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara,
memberikan pinjaman dan penambahan modal kepada Lembaga
Penjamin Simpanan, serta pendanaan untuk restrukturisasi perbankan
pada saat krisis

Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 3, dan huruf ¢
(1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka
penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan
diberikan kewenangan untuk:
a ..
b. Melakukan tindakan
1. Penjualan/repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada
Bank Indonesia
2.
3. Pinjaman kepada pihak lain; dan/atau
c. melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak
melakukan penyelamatan bank selain Bank Sistemik yang
dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan
antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan
bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor,
dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank serta tidak
hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah
(least cosf fesf); dan

Pasal 22 ayat (1)

Untuk mencegah krisis sistem keuangan yang membahayakan
perekonomian nasional, Pemerintah dapat menyelenggarakan program
penjaminan di luar program penjaminan simpanan sebagaimana yang

C
E c¢. membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah
Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan
permasalahan sistem keuangan  yang membahayakan
perekonomian nasional, termasuk Surat Utang Negara dan/atau
Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan
diatur dalam Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan.
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Pasal 24 ayat (1)
“Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka

penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah diberikan kewenangan
untuk memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.”
Pasal 25
D.

“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal 26 ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak
melaksanakan atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota
KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara
termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara
termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan,
kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi
nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan
perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat
atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya,
yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun
pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini bukan merupakan
objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha
negara.

BATU UJ1

Bahwa Pasal 1 ayat (3) huruf b, Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2),
Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 9, Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2),
Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) huruf ¢, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1)
huruf b angka 1, Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 3, Pasal 20 ayat (1) huruf c, Pasal
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22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) sampai
dengan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 oleh Para Pemohon dianggap bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal
23D, Pasal 23E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena
dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional
Para Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal a quo Lampiran UU 2/2020 dalam permohonan
a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa permohonan para Pemohon a quo diajukan ke Mahkamah
Konstitusi ketika penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang
dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO)
sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk
di Indonesia, semakin menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah
menimbulkan korban jiwa, serta kerugian materiil yang semakin besar yang
berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (vide
konsideran “Menimbang” UU 2/2020). Berkenaan dengan pandemi Covid-19 ini
pula Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020
tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (Keppres 12/2020). Artinya, berdasarkan
Keppres a quo Presiden menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh
Covid-19 sebagai bencana nasional. Oleh karena itu, dalam kondisi masyarakat
yang tengah menghadapi ancaman Pandemi Covid-19 yang penyebarannya relatif
cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi maka tindakan pencegahan penyebaran
penting untuk dilakukan oleh semua pihak.

[3.6.2] Bahwa dalam upaya melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di atas
dan sejalan dengan kepatuhan atas Protokol Kesehatan (Prokes) yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana yang juga ditetapkan oleh WHO maka
harus dihindari terjadinya kerumunan dengan cara salah satunya menjaga jarak
atau melakukan pembatasan fisik (physical distancing). Oleh karena itu, guna
mencegah kerumunan dalam persidangan yang dapat berakibat pada
penyebaran dan/atau penularan virus tersebut, maka sesuai dengan Prokes
harus ada pembatasan kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan
sehingga berakibat penyebaran virus Covid-19. Dalam kaitan ini, Mahkamah
telah memutuskan mengenai penyelenggaraan seluruh persidangan di Mahkamah
Konstitusi dilakukan secara online atau dalam jaringan (daring) pada Rapat
Permusyawatan Hakim tanggal 10 September 2020. Perihal persidangan secara
daring tersebut Mahkamah telah memberitahukan kepada semua pihak,
termasuk para Pemohon melalui surat undangan untuk menghadiri persidangan
secara daring. Bahkan, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK
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2/2021) telah ditentukan tata cara persidangan secara online (daring).

[3.6.3] Bahwa para Pemohon melalui surat yang bertanggal 8 Oktober 2020 dan
21 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan untuk menghadiri
persidangan perkara a quo secara daring. Terhadap surat keberatan para
Pemohon tersebut, Mahkamah telah menjelaskan dalam persidangan tanggal 8
Oktober 2020 perihal Mahkamah telah memutuskan seluruh persidangan
dilakukan secara daring termasuk perkara a quo yang pemeriksaannya
digabungkan dengan permohonan pengujian UU 2/2020 lainnya sejumlah 7
(tujuh) perkara. Dengan demikian, para Pemohon seharusnya menaati
Keputusan Mahkamah terkait pelaksanaan persidangan secara daring dimaksud
sesuai dengan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah untuk
mencegah tingkat penyebaran Covid-19. Sebab, pada dasarnya persidangan
melalui daring tidak mengurangi hak-hak para Pemohon dalam membuktikan
dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan konstitusionalnya. Terlebih lagi,
Pemohon pada perkara lain, tidak keberatan dengan penyelenggaraan
persidangan secara daring. Namun demikian, para Pemohon tetap bersikeras
untuk hadir secara offline atau luar jaringan (luring) pada setiap persidangan
yang kehadirannya tersebut ditolak oleh Mahkamah sehingga para Pemohon
dianggap tidak hadir. Hal ini didukung pula dengan ketidakhadiran para
Pemohon pada setiap persidangan perkara a quo.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan hukum di atas, menurut
Mahkamah, para Pemohon tidak pernah mengindahkan perintah Mahkamah
untuk hadir secara sah dalam persidangan yang ditetapkan Mahkamah secara
daring. Oleh karena itu, menurut Mahkamah para Pemohon tidak pernah
menghadiri persidangan dan hal demikian merupakan bentuk ketidaktaatan
terhadap perintah Mahkamah tentang tatacara penyelenggaran persidangan
dalam masa pandemi Covid-19 secara daring;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena
para Pemohon tidak taat terhadap penyelenggaraan persidangan secara daring,
maka terhadap pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

. AMAR PUTUSAN

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara.
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Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020 yang
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian UU
2/2020 mengandung arti bahwa ketentuan pasal a quo tidak bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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